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ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
KEMISKINAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Oleh:
Selvi Liskha Sari; Sukanto; Abdul Bashir

Indikator dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kemampuan keuangan
daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah, maka pengelolaan
keuangan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien sehingga
mempengaruhi  pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan
daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinandi Kabupaten Musi Rawas Utara
dan Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder dari tahun 2015-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan
keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten
Musi Banyuasin. Belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara, tetapi belanja daerah berpengaruh
secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kata kunci: Kemiskinan, Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian
Keuangan Daerah, Belanja Daerah

Ketua Anggota

. 197403252009121

i
001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

e
yi

Dr khlis. S.E.. M. Si
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ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY, REGIONAL
FINANCIAL AUTONOMY, AND REGIONAL EXPENDITURE ON
POVERTY IN NORTH MUSI RAWAS REGENCY AND
MUSI BANYUASIN REGENCY

By:
Selvi Liskha Sari; Sukanto; Abdul Bashir

Indicators in regional financial management consist of regional financial
capability, regional financial autonomy, and regional expenditure, so regional
financial management must be implemented with effective and efficient principles
to affect poverty alleviation. This study aims to analyze the effect of regional
financial capability, regional financial autonomy, and regional expenditure on
poverty in North Musi Rawas Regency and Musi Banyuasin Regency. The data
used in this study is secondary data from 2015-2020. The analysis technique that
is used is multiple linear regression. The results showed that regional financial
capability and regional financial autonomy has no significant effect on poverty in
North Musi Rawas Regency and Musi Banyuasin Regency. Regional expenditure
has no significant effect on poverty in North Musi Rawas Regency, but regional
expenditure has a significant effect on poverty in Musi Banyuasin Regency.

Keywords: Poverty, Regional Financial Capability, Regional Financial Autonomy,
Regional Expenditure
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah berkaitan erat dengan pembangunan nasional.
Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kegiatan perekonomian,
kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan
dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas
kebutuhan daerah yang telah ditentukan melalui program pembangunan jangka
pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan mempunyai empat bagian pokok
yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, perubahan ekonomi, dan
pembangunan berkelanjutan. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan
amanat dari dasar negara dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui upaya
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan tinggi mengakibatkan
pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi lebih besar,
sehingga mempengaruhi dan menghambat proses pembangunan. Kemiskinan
disebabkan ketidaksamaan sumber daya, distribusi pendapatan tidak merata,
perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan akses modal. Pengentasan

kemiskinan memerlukan rencana serta keputusan yang sesuai dengan kondisi



daerah oleh pemerintah, karena peningkatan penduduk miskin akan menjadi

beban pembangunan.

Sejak diberlakukan otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan
melaksanakan peran dan fungsi pembangunan sesuai wewenang yang dimiliki
serta desentralisasi otonomi daerah dibedakan menjadi administratif, fiskal,
politik, dan ekonomi. Aspek desentralisasi bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat, meningkatkan keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan
pengendalian hubungan yang selaras antar pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.

Desentralisasi fiskal mempunyai sasaran utama, yaitu melaksanakan
aspirasi daerah mengenai penggunaan sumber keuangan daerah, memaksimalkan
keikutsertaan masyarakat dalam tahapan pembangunan, meminimalisir
kesenjangan, mengoptimalkan tanggung jawab, keterbukaan, pelayanan
masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah daerah, oleh karena
itu desentralisasi fiskal paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah.
Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola dan mengatur keuangan sesuai
ketetapan peraturan serta berhak untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja

sesuai prioritas pembangunan daerah.

Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah menjadi hal utama dalam
merealisasikan fungsi dan peran otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah
tercermin dari peningkatan peran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

total pendapatan daerah. PAD dijadikan sebagai indikator untuk mencapai target



pembangunan dan sumber pendapatan utama bagi daerah. Peningkatan
kemampuan keuangan daerah mengindikasikan bahwa daerah telah
memanfaatkan potensi secara optimal hal ini mempengaruhi percepatan
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dapat
dilaksanakan melalui pembangunan yang dilakukan secara efektif dan efisien

(Handayani et al., 2021).

Kemandirian keuangan daerah menginterpretasikan kesiapan pemerintah
daerah mendanai pembangunan, pelaksanaan pemerintahan, dan pelayanan publik,
hal ini mengakibatkan rendahnya keterlibatan pemerintah pusat dalam mengatur
keuangan daerah. Pemerintah pusat berwenang serta berkewajiban memberikan
sumber pendanaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan ketetapan peraturan. Dana transfer daerah atau dana perimbangan
menjadi sumber utama pendanaan pemerintah pusat. Parameter tingkat
kemandirian keuangan daerah dapat dibuktikan dengan mengkomparasikan PAD
dan dana perimbangan, apabila PAD besar maka keterlibatan pemerintah pusat
dalam mengatur keuangan daerah semakin kecil, dan sebaliknya

(Prakoso et al., 2019).

Pemerintah daerah berkewajiban mengelola, mengeksplorasi, dan
merealisasikan keuangan daerah sesuai kebutuhan skala prioritas berdasarkan
peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan prinsip
efektif dan efisien sehingga mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Indikator
dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kemampuan keuangan daerah,

kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah (Febiandani & Suseno, 2016).



Belanja daerah bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang dilaksanakan
pemerintah daerah. Peningkatan belanja daerah mempengaruhi kegiatan dan
perluasan perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan
mengentaskan kemiskinan. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Kebijakan fiskal dalam bentuk belanja daerah
bertujuan menstimulus pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan

mengentaskan kemiskinan (Sendow et al., 2018).

Penyediaan belanja daerah pada bidang pelayanan dasar akan memajukan
pembangunan, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja daerah
bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mempengaruhi peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan menstimulus perekonomian daerah sehingga
mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan
kemiskinan agar hasilnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat khususnya
terhadap penduduk miskin. Belanja daerah berpengaruh terhadap pengentasan

kemiskinan apabila alokasi belanja daerah tepat sasaran (Zakariya, 2016).

Kemiskinan menjadi permasalahan utama di Kabupaten Musi Rawas Utara
dan Musi Banyuasin, karena persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi
dan termasuk tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 persentase penduduk
miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara berada di peringkat pertama yaitu sebesar
19,12 persen, disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 16,41 persen yang
berada di peringkat kedua jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari tahun 2015-2020 persentase penduduk



miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin termasuk tertinggi

karena persentasenya di atas 10 persen.

Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin bagian dari wilayah
Provinsi Sumatera Selatan yang diserahkan tanggung jawab oleh pemerintah pusat
untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada, serta membuat kebijakan
dan mengalokasikan APBD secara tepat guna. Otonomi daerah berperan penting
dalam tahapan pembangunan, berarti daerah berkewajiban memperlancar dan
mewujudkan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan
keadilan bagi masyarakat. Daerah dikatakan mampu melaksanakan roda
pemerintahan diketahui dari kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan

daerah, dan belanja daerah, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 1.2.

Tabel 1.1 Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah,

dan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara

T g Do Keuangan Daeran BN Dt
2015 4.73% 5.46% 670,724,435,161
2016 3.95% 4.72% 720,300,821,539
2017 7.33% 9.41% 762,371,904,142
2018 3.27% 4.10% 867,583,014,236
2019 3.69% 4.92% 1,067,473,093,707
2020 5.44% 7.91% 919,133,792,277

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020, data diolah



Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah
di Kabupaten Musi Rawas Utara 2015-2020 berada pada rentang 0.00% — 10.00%
maka dikategorikan sangat kurang, hal ini mempengaruhi kesiapan keuangan
daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah berada
pada rentang 0% - 25% maka dikategorikan pola hubungan instruktif, hal ini
mengindikasikan bahwa pengaruh pemerintah pusat lebih besar. Sedangkan
belanja daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan trend cenderung
positif atau mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih ada
permasalahan dalam menjalankan otonomi daerah dikarenakan penerimaan yang
didapat daerah belum optimal, hal ini menyebabkan kemiskinan di Kabupaten
Musi Rawas Utara cenderung meningkat, kondisi tersebut tergambar pada

Gambar 1.1.

Tabel 1.2 Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah,

dan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin

TN g e Keungan baeran 80 D2t
2015 8.94% 10.95% 2,096,431,426,307
2016 6.40% 7.26% 2,625,127,110,825
2017 7.92% 9.17% 2,619,480,025,846
2018 6.96% 8.76% 2,958,060,291,946
2019 7.66% 9.24% 3,647,212,439,377
2020 10.00% 13.53% 3,377,578,658,991

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020, data diolah



Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah
di Kabupaten Musi Banyuasin 2015-2020 berada pada rentang 0.00% — 10.00%
maka dikategorikan sangat kurang, hal ini mempengaruhi kesiapan keuangan
daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah berada
pada rentang 0% - 25% maka dikategorikan pola hubungan instruktif, hal ini
mengindikasikan bahwa pengaruh pemerintah pusat lebih besar. Sedangkan
belanja daerah di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan trend cenderung
positif atau mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih ada
permasalahan dalam menjalankan otonomi daerah dikarenakan penerimaan yang
didapat daerah belum optimal, hal ini menyebabkan kemiskinan di Kabupaten
Musi Banyuasin mengalami fluktuasi,  kondisi tersebut tergambar pada

Gambar 1.1.
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2020, data diolah

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara

dan Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Gambar 1.1 persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi

Rawas Utara dan Musi Banyuasin menunjukkan trend cenderung fluktuatif,



2015 persentase penduduk miskin mencapai 19,73 persen, menurun pada 2018
menjadi 19,12 persen, kemudian mengalami peningkatan pada 2020 menjadi
19,47 persen di Kabupaten Musi Rawas Utara. Persentase penduduk miskin
di Kabupaten Musi Banyuasin pada 2015 mencapai 18,35 persen, menurun pada
2018 menjadi 16,52 persen, dan kembali menurun pada 2020 menjadi
16,13 persen, tetapi kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi
Banyuasin termasuk tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan sehingga pemerintah
daerah dituntut serta berkewajiban untuk memprioritaskan pengentasan

kemiskinan secara maksimal.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program skala prioritas
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, selaras
dengan tujuan desentralisasi agar pemerintah mampu lebih cepat melayani
kebutuhan dasar penduduk miskin, dengan membuat kebijakan dan
mengalokasikan APBD secara tepat guna. Selain itu kemampuan keuangan
daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah cenderung mengalami
peningkatan, tetapi kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi
Banyuasin termasuk tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, oleh sebab itu tujuan penelitian
adalah untuk menyelidiki kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan
daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara

dan Kabupaten Musi Banyuasin.



1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah, kemandirian
keuangan daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi

Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin baik secara simultan dan parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kemampuan keuangan
daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di

Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga berfungsi dan berguna untuk meningkatkan
pengetahuan, sumbangsi pemikiran sekaligus bahan referensi penelitian
selanjutnya mengenai program dan Kkebijakan untuk mengentaskan

kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan
bahan masukan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan
penanggulangan pengentasan kemiskinan dan memaksimalkan sumber
pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi
Banyuasin, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengurangi
kemiskinan, serta penelitian ini juga dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi

pembaca.
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